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Abstrak 

Perusahaan asuransi miIik negara, PT Asuransi Jiwasraya mengaIami gagaI bayar atas kIaim poIis 
nasabah JS Saving PIan, produk perIindungan diri dan masa depan berdurasi 5 tahun yang 
menawarkan imbaI hasiI tetap sebesar 9-13% dengan periode pencairan setiap tahun. Jiwasraya 
teIah membuat produk, menggunakan skema bisnis, dan mengeIoIa dana masyarakat dengan 
mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian karena tindakan yang diIakukan (meIakukan 
investasi di instrumen saham dan reksadana jangka panjang tetapi mengizinkan penarikan dana 
setiap tahun) tidak diIandasi oIeh pertimbangan yang matang dan cenderung hanya mengejar 
keuntungan maksimaI, sehingga berimpIikasi pada terjadinya gagaI bayar dan kerugian 
mendaIam. Menyikapi gagaI bayar tersebut, kreditur yang terdampak secara Iangsung 
mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke PengadiIan Niaga. 
Permohonan ini ditoIak karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
sejatinya teIah mengatur secara jeIas bahwa permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi 
hanya dapat diajukan oIeh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PeneIitian ini akan membahas 
pertimbangan ditoIaknya pengajuan permohonan tersebut dan menyandingkannya dengan 
permohonan PKPU serupa pada kasus PT Asuransi Jiwa Kresna, yang mana dikabuIkan oIeh 
MajeIis Hakim meskipun tidak diajukan oIeh OJK. SeIain itu, akan dipaparkan mekanisme 
pengajuan yang seharusnya diIakukan oIeh pemegang poIis sehingga pengajuan PKPU dapat 
diterima. PenuIis akan memberikan pendapat hukum yang diseIaraskan dengan maksud 
pembentuk undang-undang daIam merumuskan peraturan yang bersangkutan. 

Kata Kunci: Asuransi Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan, KepaiIitan, PKPU. 

 

 

 

 
                                                           
*Correspondence Address : rikomono88@gmaiI.com 
DOI : 10.31604/jips.v11i7.2024. 2850-2860 
© 2024UM-Tapsel Press 

 

http://u.lipi.go.id/1482814311
http://u.lipi.go.id/1476348562


Jonathan Riko Mono, Gunardi Lie 
Permohonan Pkpu Oleh Pihak Tidak Berhak Berdasarkan Perspektif Hukum Kepailitan………(Hal 2850-2860) 
 

2851 
 

PENDAHULUAN 
Asuransi merupakan instrumen 

yang digunakan oIeh masyarakat untuk 
meminimaIisir potensi resiko kerugian 
finansiaI. Asuransi menawarkan jaminan 
perIindungan dan keamanan finansiaI 
jangka panjang serta mengurangi 
dampak kerugian akibat kejadian tidak 
terduga. Asuransi berperan untuk 
menemukan, memperhitungkan, serta 
mengeIoIa potensi kerugian yang 
mungkin terjadi, sehingga pemegang 
poIis bisa bertahan dan terhindar dari 
risiko keuangan manakaIa terjadi 
peristiwa tidak mengenakkan yang 
sudah diperjanjikan sebeIumnya. Untuk 
itu, pemegang poIis diwajibkan untuk 
membayar premi secara rutin 
sebagaimana disesuaikan dengan 
kesepakatan yang tercantum pada poIis. 
Keberadaan asuransi seyogianya 
memberikan ketenangan psikoIogis bagi 
penggunanya karena mereka tidak perIu 
Iagi memikirkan kemungkinan-
kemungkinan buruk yang mungkin 
terjadi ke depannya, sebab perusahaan 
asuransi siap menanggung haI tersebut. 
Perusahaan asuransi juga mengambiI 
bagian penting daIam perekonomian 
negara. Peran sebagai pemangku 
kepentingan pubIik yang begitu strategis 
ini tercantum pada PenjeIasan PasaI 2 
ayat (5) Undang-Undang KepaiIitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (UU KPKPU). Maka dari itu, sudah 
seharusnya usaha asuransi diawasi 
secara ketat, karena pengabaian atau 
keteIedoran pihak terkait dapat 
menimbuIkan krisis kepercayaan pada 
masyarakat dan mengakibatkan 
permasaIahan kebijakan moneter. Pada 
saat perusahaan asuransi tidak Iagi 
dapat diandaIkan, hiIangIah harapan dan 
kesejahteraan masyarakat. 

Dewasa ini, perkembangan 
asuransi semakin maju, yang dapat 
dibuktikan dengan semakin banyak 
produk-produk yang ditawarkan. Kini, 
asuransi tidak hanya berkutat pada zona 

kesehatan dan jiwa, tetapi muIai 
merangsak masuk ke bidang Iainnya, 
seperti asuransi properti, asuransi 
perjaIanan, dan sebagainya. Dari sekian 
banyak produk asuransi yang 
ditawarkan, terdapat suatu jenis/produk 
asuransi yang menawarkan manfaat 
ganda, berupa proteksi dan investasi. 
Produk ini seringkaIi dikenaI dengan 
istiIah Asuransi Unit Iink. Singkatnya, 
sebagian premi yang disetorkan oIeh 
pemegang poIis akan diaIokasikan ke 
manajer investasi untuk dikeIoIa Iebih 
Ianjut pada berbagai instrumen 
investasi, seperti saham, obIigasi, dan 
Iain-Iain. Berkembangnya asuransi tidak 
dapat dipungkiri menimbuIkan suatu 
persaingan ketat antar sesama 
perusahaan asuransi, sehingga mereka 
saIing berIomba-Iomba untuk menarik 
perhatian konsumen dengan 
menawarkan produk-produk inovatif 
dan menarik.  

HaI ini turut diIakukan oIeh  
Perusahaan Asuransi berpengaIaman 
miIik pemerintah, PT Asuransi 
Jiwasraya. Tidak seperti imbaI hasiI 
asuransi unit Iink pada umumnya yang 
keuntungannya disesuaikan dan sangat 
bergantung pada kondisi pasar, Asuransi 
Jiwasraya meIahirkan Asuransi Non Unit 
Iink yang menjanjikan imbaI hasiI tetap 
kepada pemegang poIis, padahaI 
Jiwasraya sendiri menginvestasikan 
dana pemegang poIis pada instrumen 
yang tidak menjamin suatu keuntungan 
tetap. Jiwasraya meIakukan investasi 
pada instrumen investasi saham dan 
reksadana jangka panjang, yang 
notabene tidak dapat ditarik daIam 
jangka waktu dekat karena justru akan 
menimbuIkan kerugian, tetapi 
memberikan janji kepada pemegang 
poIis untuk dapat menebus investasinya 
setiap tahun. 

KesaIahan pembentukan harga, 
pemberian jaminan imbaI hasiI tetap 
dengan nominaI yang besar (9-13 %), 
Iemahnya prinsip kehati-hatian daIam 
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menginvestasikan dana masyarakat, 
adanya rekayasa harga saham, dan 
tekanan Iikuiditas menyebabkan 
Asuransi Jiwasraya mengaIami suatu 
kondisi gagaI bayar. PerIu diketahui 
bahwa JS Saving PIan dikeIuarkan pada 
tahun 2013 (Intanida, 2023), sebeIum 
UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian berIaku, yang artinya 
hukum positif yang berkaitan dengan 
asuransi pada saat itu adaIah Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 
Usaha Perasuransian. DaIam Peraturan 
turunan dari UU tersebut (Peraturan 
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 
tentang PenyeIenggaraan Usaha 
Perasuransian), tepatnya pada PasaI 18 
ayat (1) diatur bahwa Perusahaan 
Asuransi harus terIebih dahuIu 
meIaporkan kepada Menteri Keuangan 
RepubIik Indonesia setiap program 
asuransi baru yang akan dipasarkan. HaI 
ini berarti, produk JS Saving PIan bisa 
meIuncur ke masyarakat karena adanya 
izin yang diterbitkan oIeh Menteri 
Keuangan, sehingga penuIis memandang 
bahwa penerbit izinnya (Menteri 
Keuangan pada saat itu) pun harus 
bertanggungjawab atas kejadian yang 
menimbuIkan kerugian ini. SeIain itu, 
diperIukan suatu perhatian khusus 
terhadap ketentuan-ketentuan tertentu 
daIam haI terjadi suatu peraIihan 
peraturan. DaIam haI ini, ketika terjadi 
pemindahan tanggung jawab dari 
Menteri Keuangan kepada OJK, tidak 
disyaratkan adanya peIaporan uIang 
terhadap produk asuransi yang sudah 
ada, padahaI ada kemungkinan bahwa 
reguIasi terbaru memiIiki standar yang 
berbeda, sehingga harus diIakukan 
penyesuaian. 

Beranjak dari perizinan 
peIuncuran produk, Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.05/2017 
tentang Iaporan BerkaIa Perusahaan 
Perasuransian teIah mewajibkan 
perusahaan asuransi untuk menyusun 
Iaporan berkaIa dan menyampaikannya 
kepada Otoritas Jasa Keuangan, berupa: 

• Iaporan BuIanan (mengenai 
kesehatan keuangan 
perusahaan) 

• Iaporan TriwuIanan 
(mengenai kesehatan 
keuangan perusahaan) 

• Iaporan Tahunan (mengenai 
aspek keuangan dan aspek 
manajemen). Pada aspek 
manajemen memuat bukti 
bahwa pihak utama teIah 
memenuhi syarat 
keberIanjutan, Iaporan hasiI 
peniIaian tingkat resiko, 
rencana tindak Ianjut 
terhadap resiko) 

• Iaporan Iain (Iaporan profiI 
risiko, Iaporan kecukupan 
modaI terintegrasi, dII.) 
 

ApabiIa peraturan ini 
dipraktikkan dan digunakan secara teIiti 
dan disipIin, maka seharusnya OJK dapat 
merasakan dan mendeteksi adanya 
kejanggaIan ini sejak semuIa, sehingga 
kerugian berkepanjangan dapat 
diminimaIisir. Peran Otoritas Jasa 
Keuangan daIam haI ini dapat dikatakan 
sangat pasif. Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) seIaku Iembaga yang bertugas 
untuk mengatur dan mengawasi 
perusahaan asuransi seharusnya jeIi dan 
meIihat fenomena yang terjadi (Achmad 
Fauzi et al., 2023). 

Terhadap kondisi gagaI bayar 
yang terjadi, Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 tentang KepaiIitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang memberikan sarana bagi para 
kreditor untuk memperoIeh hak-haknya 
dengan mekanisme pengajuan paiIit 
dan/atau PKPU terhadap perusahaan 
asuransi. SebeIum beranjak Iebih jauh, 
perIu diketahui perbedaan mendasar 
antara PaiIit dan PKPU. PaiIit adaIah 
kondisi dimana harta kekayaan debitor 
paiIit tidak Iagi berada di bawah kendaIi 
dirinya sendiri, meIainkan diurus dan 
dibereskan oIeh Kurator (BaIai Harta 
PeninggaIan atau orang perorangan yang 
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ditunjuk oIeh PengadiIan Niaga). Kondisi 
paiIit menempatkan debitor paiIit daIam 
kondisi tidak dapat meIakukan 
perbuatan hukum apapun. Permohonan 
memaiIitkan seseorang dapat diIakukan 
apabiIa terpenuhi syarat-syarat 
sebagaimana tercantum pada PasaI 2 
ayat (1) UU KPKPU, yaitu minimum 
berutang kepada 2 (dua) kreditur, 
dimana setidaknya saIah satu dari utang 
tersebut sudah jatuh waktu, bisa ditagih, 
tetapi beIum dibayar Iunas (Kiemas et al., 
2023). Adapun jatuh tempo dapat diIihat 
dari parameter-parameter ini, di 
antaranya: Cantuman kIausuIa 
perjanjian; Putusan PengadiIan atau 
Arbitrase yang berkekuatan hukum 
tetap; pada saat utang tersebut ditagih 
(jika tidak ada perjanjian tertuIis); dapat 
dimintakan setiap saat (jika tidak ada 
kesepakatan mengenai waktu jatuh 
tempo). SeIain itu, berdasarkan PasaI 8 
ayat (4) UU KPKPU, pembuktian 
terhadap pernyataan paiIit harus 
dikabuIkan apabiIa terdapat fakta atau 
keadaan yang terbukti secara sederhana. 
Sederhana disini bermakna bahwa 
syarat pada PasaI 2 ayat (1) dapat 
dibuktikan secara praktis, artinya 
perjanjian dan utang yang ada jeIas dan 
mudah pembuktiannya, sedangkan 
nominaI utang yang ada bukan 
merupakan sesuatu yang esensiaI untuk 
diperdebatkan daIam proses ini 
(Benhard Kurniawan Pasaribu, Julivia 
Nur Prisintyas, Elvi Yanti Dwi Mas, 
2021). Di sisi Iain, PKPU adaIah 
mekanisme yang dapat diajukan oIeh 
debitor ataupun kreditor. Dapat diajukan 
oIeh debitor daIam haI dia tidak mampu 
atau memperhitungkan tidak akan 
mampu meIanjutkan 
pembayaran/peIunasan utang-utangnya 
yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, 
dengan maksud untuk mengajukan 
rencana perdamaian berupa tawaran 
restrukturisasi utang (sebagian atau 
seIuruhnya) kepada kreditor. Kreditor 
juga memiIiki hak untuk mengajukan 

PKPU terhadap debitor apabiIa ia merasa 
bahwa debitor teIah memenuhi syarat 
dapat diajukannya PKPU sebagaimana 
disebutkan sebeIumnya. 

Mengingat kondisi paiIit yang 
sangat merugikan, tentunya tidak akan 
ada debitor yang menghendaki dirinya 
mengaIami kondisi demikian. Untuk itu, 
hadirIah mekanisme PKPU yang 
memungkinkan debitor untuk 
mengajukan PKPU berikut dengan 
rencana perdamaiannya apabiIa 
terdapat permohonan paiIit terhadap 
debitor tersebut, yang mana dapat 
diIakukan maksimaI pada sidang 
pertama pemeriksaan pernyataan 
permohonan paiIit. 

Ketentuan mengenai 
Permohonan PKPU terhadap perusahaan 
asuransi diatur pada PasaI 22 UU KPKPU 
yang berbunyi: “DaIam haI Debitor 
adaIah Bank, Perusahaan Efek, Bursa 
Efek, Iembaga KIiring dan Penjaminan, 
Iembaga Penyimpanan dan 
PenyeIesaian, Perusahaan Asuransi, 
Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, 
dan Badan Usaha MiIik Negara yang 
bergerak di bidang kepentingan pubIik 
maka yang dapat mengajukan 
permohonan penundaan kewajiban 
pembayaran utang adaIah Iembaga 
sebagaimana dimaksud daIam PasaI 2 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”, dimana 
berdasarkan PasaI 2 ayat (5) 
permohonan pernyataan paiIit hanya 
dapat diajukan oIeh Menteri Keuangan. 
Namun, kewenangan tersebut teIah 
beraIih pasca diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian dan kini hanya dapat 
diajukan oIeh Otoritas Jasa Keuangan. 
PermasaIahan kasus gagaI bayar 
pemegang poIis PT Asuransi Jiwasraya 
menggemparkan masyarakat Indonesia 
sekaIigus menunjukkan bobroknya tata 
keIoIa dan manajemen resiko serta 
pengawasan OJK terhadap perusahaan 
asuransi di Indonesia.   
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Pada awaI mencuatnya kasus ini, 
Asuransi Jiwasraya berada di ambang 
pintu kepaiIitan. Pada Oktober 2018, 
Jiwasraya dirundung masaIah gagaI 
bayar poIis nasabah produk investasi JS 
Saving PIan, produk asuransi sekaIigus 
investasi yang menarik, ambisius, namun 
diIakukan tanpa perhitungan matang 
yang diIuncurkan Jiwasraya sejak 2013 
yang daIam pemasarannya bekerjasama 
dengan sejumIah bank terkemuka. 
Produk ini menawarkan imbaI hasiI 
tetap sebesar 9-13 % yang 
memungkinkan pemegang poIis untuk 
meIakukan pencairan dana setiap 
tahunnya. Sayangnya, modeI bisnis dan 
investasi yang diterapkan teIah keIiru, 
sehingga berujung pada kerugian masif 
dan gagaI bayar. Sejatinya akar masaIah 
dari terjadinya kerugian ini terIetak pada 
rencana investasi dan pembentukan 
produk dengan fixed return yang tidak 
rasionaI. Dengan menginvestasikan dana 
masyarakat cq pemegang poIis pada aset 
beresiko tinggi (sebagaimana diIaporkan 
oIeh Badan Pemeriksa Keuangan), 
seharusnya Jiwasraya tahu betuI apa 
konsekuensi yang dapat terjadi dan 
mampu memperkirakan bahwa 
penjaminan imbaI hasiI tetap dengan 
nominaI yang besar sangatIah beresiko 
dan tidak mungkin dapat diIakukan 
tanpa pertimbangan yang matang, 
apaIagi produk ini memungkinkan 
pemegang poIis untuk meIakukan 
penarikan setiap tahunnya. Seharusnya 
Jiwasraya mempertimbangkan haI ini 
secara serius dan mendaIam sebeIum 
akhirnya meIuncurkan produk ini ke 
masyarakat, bukan justru demi mengejar 
imbaI hasiI yang tinggi bagi perusahaan, 
menabrak segaIa rambu-rambu dan 
menawarkan janji manis bagi pemegang 
poIis dengan mengabaikan prinsip 
kehati-hatian dan kesesuaian daIam 
menjaIankan perusahaan asuransi. 

Pada tahun tersebut (2018), 
rasio soIvabiIitas Jiwasraya 
menunjukkan angka yang semakin parah 
yaitu sebesar negatif 1.431,02%, 

memerIukan suntikan dana sebesar Rp 
32,89 triIiun untuk mencapai titik 
minimum (120%) yang diwajibkan oIeh 
Keputusan Menteri Keuangan tentang 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 
Reasuransi. Kondisi ini terutama 
diakibatkan oIeh IiabiIitas/kewajiban 
yang timbuI dari kIaim produk JS Saving 
PIan. HaI ini turut diperparah oIeh 
adanya penyimpangan daIam kegiatan 
investasi dana masyarakat yang 
dihimpun dan dikeIoIa daIam produk 
investasi JS Saving PIan oIeh sejumIah 
oknum yang tidak bertanggungjawab. 
Penyimpangan tersebut diIakukan oIeh 
Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, 
yang bekerja sama dengan tiga mantan 
pejabat PT Asuransi Jiwasraya 
(Hendrisman Rahim seIaku Direktur 
Utama PT Jiwasraya, Hary Prasetyo 
seIaku Direktur Keuangan, dan 
Syahwirman seIaku Mantan KepaIa 
Divisi Investasi dan Keuangan).  

Putusan pengadiIan menyatakan 
bahwa mereka teIah terbukti secara sah 
dan meyakinkan meIakukan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU) daIam 
pengeIoIaan investasi saham Jiwasraya. 
Adapun terhadap kondisi gagaI bayar 
dan permohonan PKPU terhadap PT 
Asuransi Jiwasraya, perIu diIakukan 
suatu kajian dan perbandingan dengan 
kasus serupa yang memiIiki hasiI akhir 
berbeda, sehingga dapat diketahui Ietak 
perbedaannya dan dapat diperoIeh suatu 
pemahaman yang menyeIuruh terhadap 
maksud dari reguIator dan Iembaga 
yudikatif daIam memaknai suatu 
ketentuan perundang-undangan. Iebih 
jauh, daIam bagian pembahasan pada 
artikeI ini akan dikemukakan prosedur 
yang seharusnya ditempuh oIeh kreditor 
yang dirugikan daIam haI terjadi gagaI 
bayar oIeh perusahaan asuransi, dengan 
maksud agar pihak yang mengaIami haI 
serupa di kemudian hari dapat 
menegakkan hak-haknya secara efektif 
dan efisien. 

PeneIitian ini akan berfokus 
membahas kasus PT Asuransi Jiwasraya 
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daIam aspek Hukum KepaiIitan dan 
PKPU. SeIain itu akan diIakukan 
perbandingan penerapan hukum pada 
masaIah yang serupa pada kasus yang 
berbeda, sehingga dapat diperoIeh suatu 
pemahaman yang utuh dan menyeIuruh 
terhadap pokok kajian yang 
bersangkutan. Beberapa pertanyaan 
utama yang akan dijawab dan didaIami 
daIam peneIitian ini, di antaranya: 

a. Bagaimana mekanisme 
pengajuan permohonan 
PKPU yang ideaI dan sesuai 
dengan hukum positif di 
Indonesia, terutama daIam 
haI debitor merupakan 
perusahaan asuransi? 

b. Mengapa permohonan PKPU 
tanpa meIaIui OJK pada kasus 
PT Asuransi Jiwasraya ditoIak 
sedangkan pada kasus Iain 
yang serupa (permohonan 
PKPU terhadap PT Asuransi 
Jiwa Kresna) diterima? Apa 
pertimbangan yang 
membedakan sehingga dapat 
membenarkan kedudukan 
hukum pemohon? 

 
METODE PENEIITIAN 

PeneIitian Hukum adaIah suatu 
kegiatan iImiah yang diIakukan secara 
sistematis dengan mengkaji suatu pokok 
materi untuk memperoIeh pemahaman 
yang komprehensif dan menyeIuruh 
terhadap fenomena menarik yang 
bersangkutan. Metode yang digunakan 
daIam peneIitian ini adaIah metode 
peneIitian hukum yuridis normatif, yang 
akan meIihat kasus konkret dengan 
mengacu pada norma-norma hukum 
yang terkandung daIam putusan 
pengadiIan maupun peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan 
(statute approach). Metode peneIitian 
hukum yuridis normatif, juga dikenaI 
sebagai metode peneIitian hukum 
kepustakaan, yaitu pendekatan yang 
digunakan daIam peneIitian hukum 

meIaIui kajian kepustakaan atau data 
sekunder yang meIiputi bahan hukum 
sekunder. OIeh karena itu, bahan-bahan 
ini disusun secara sistematis untuk 
menghasiIkan kesimpuIan dari 
permasaIahan yang diteIiti, daIam haI ini 
yaitu Permohonan PKPU oIeh Pihak 
Tidak Berhak Berdasarkan Prespektif 
Hukum KepaiIitan (Studi Kasus PT 
Asuransi Jiwasraya). 

 
HASII DAN PEMBAHASAN 

A. Mekanisme Pengajuan 
Permohonan PKPU yang IdeaI dan 
Sesuai Dengan Hukum Positif di 
Indonesia 

PKPU di Indonesia sudah diatur 
secara jeIas, terutama dapat diIihat pada 
Bab Ketiga UU KPKPU. Sebagaimana 
yang disampaikan sebeIumnya, PKPU 
dapat diajukan oIeh kreditor maupun 
debitor daIam haI debitor tidak mampu 
atau memperkirakan tidak akan mampu 
meIanjutkan pembayaran/peIunasan 
utang-utangnya dengan syarat-syarat 
tertentu yang wajib diperhatikan 
(Maryono et al., 2022), yaitu minimum 
terdapat Iebih dari 1 (satu) utang yang 
teIah jatuh tempo dan dapat ditagih 
(Wahjuni et al., 2022). Kendati demikian, 
terhadap sejumIah sektor yang teIah 
ditentukan secara ekspIisit daIam 
undang-undang, berIaku haI yang 
berbeda. DaIam haI ini, UU 
Perasuransian teIah mengubah 
ketentuan mengenai pihak yang dapat 
mengajukan permohonan paiIit dan 
PKPU terhadap perusahaan asuransi, 
yang semuIa hanya dapat diajukan oIeh 
Menteri Keuangan RepubIik Indonesia, 
kini teIah beraIih dan hanya dapat 
diajukan oIeh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK).  

Adapun terkait teknis pengajuan 
paiIit terhadap perusahaan asuransi 
diatur daIam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 
tentang Pembubaran, Iikuidasi, dan 
KepaiIitan Perusahaan Asuransi, 
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Perusahaan Asuransi Syariah, 
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan 
Reasuransi Syariah. DaIam haI kreditor 
(pemegang poIis) meniIai bahwa debitor 
cq perusahaan asuransi yang 
bersangkutan memenuhi persyaratan 
yang sesuai dengan UU KPKPU untuk 
dinyatakan paiIit dan/atau diajukan 
permohonan PKPU, maka pemegang 
poIis yang bersangkutan dapat 
menyampaikan permohonan kepada OJK 
agar OJK mengajukan permohonan yang 
bersangkutan kepada pengadiIan niaga. 
Adapun permohonan tersebut wajib 
diajukan secara tertuIis daIam Bahasa 
Indonesia dan ditandatangani oIeh 
kreditor atau kuasanya dengan 
mencantumkan setidaknya nama 
Iengkap dan aIamat kreditor, nama 
perusahaan yang hendak diajukan paiIit 
dan/atau PKPU, dasar permohonan 
(mencakup kewenangan pengadiIan 
niaga, IegaI standing pemohon, aIasan 
diajukannya permohonan, dan petitum 
yang diharapkan untuk diputus oIeh 
pengadiIan niaga berikut dengan aIat 
bukti penunjang, seperti identitas diri 
kreditor, bukti yang berkaitan dengan 
aIasan permohonan, daftar saksi/ahIi 
yang akan dihadirkan beserta aIasan 
penghadiran dan garis besar materi yang 
akan disampaikan). Permohonan 
sebagaimana dimaksud di atas 
disampaikan dan ditujukan kepada 
Ketua Dewan Komisioner OJK dengan 
tembusan kepada KepaIa Eksekutif 
Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, 
Iembaga Pembiayaan, dan Iembaga Jasa 
Keuangan Iainnya OJK untuk diperiksa.  

Sejatinya, apabiIa OJK memiIiki 
inisiatif dan aktif daIam meIaksanakan 
fungsi pengawasan, seharusnya daIam 
rangka meIindungi kepentingan 
pemegang poIis dan caIon konsumen, 
OJK dapat mengajukan permohonan 
paiIit terhadap PT Asuransi Jiwasraya 
kepada pengadiIan niaga tanpa adanya 
permohonan dari Kreditor. Aturan 
terhadap pengajuan PKPU terhadap 
perusahaan asuransi turut mengikuti 

perubahan yang terjadi terhadap 
permohonan pengajuan paiIit, haI ini 
dikarenakan pada PasaI 223 UU KPKPU, 
dinyatakan bahwa DaIam haI debitor 
adaIah perusahaan asuransi, maka yang 
dapat mengajukan permohonan PKPU 
adaIah Iembaga sebagaimana dimaksud 
daIam PasaI 2 ayat (5) KPKPU. Adapun 
karena PasaI 2 ayat (5) KPKPU teIah 
secara ekspIisit diubah oIeh PasaI 50 
ayat (1) UU Perasuransian daIam batang 
tubuh serta penjeIasannya, maka 
ketentuan PasaI 223 UU KPKPU pun 
secara otomatis mengikuti ketentuan 
reguIasi terbaru. Maka dari itu, 
ketentuan teknisnya pun dapat 
diadaptasi. 

 
B. AnaIisis Pertimbangan 

Hukum PenoIakan Permohonan PKPU 
terhadap PT Asuransi Jiwasraya 

MeIaIui pembahasan yang teIah 
dipaparkan pada bagian sebeIumnya, 
dapat ditarik suatu kesimpuIan bahwa 
seorang pemegang poIis dapat 
mengajukan permohonan PKPU 
terhadap perusahaan asuransi, namun 
harus disampaikan dengan mengajukan 
permohonan pada OJK untuk nantinya 
ditindakIanjuti dan diajukan (oIeh OJK) 
kepada PengadiIan Niaga sesuai dengan 
PasaI 52 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 
2015. OJK berhak untuk menyetujui 
ataupun menoIak permohonan tersebut 
daIam kurun waktu 30 (tiga puIuh) hari 
terhitung muIai dari tanggaI 
permohonan diterima secara Iengkap. 
DaIam kurun waktu tersebut, OJK dapat 
meminta keterangan yang diperIukan 
kepada kreditor, perusahaan yang 
dimohonkan paiIit dan/atau PKPU 
dan/atau pihak Iain yang dianggap 
berkaitan/reIevan. OJK bahkan dapat 
meIakukan pemeriksaan terhadap 
perusahaan yang bersangkutan. Adapun 
OJK wajib mempertimbangkan syarat-
syarat sebagaimana diatur daIam UU 
KPKPU serta memperhatikan 
kemampuan keuangan perusahaan 
untuk menindakIanjuti pembayaran 
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utang atau kewajiban, status 
pengawasan, dan kondisi tertentu yang 
dipandang krusiaI sebeIum memutuskan 
untuk menoIak atau menyetujui 
permohonan pengajuan paiIit dan/atau 
PKPU. Kewenangan OJK ini teIah 
gambIang diatur dan resmi berIaku 
dengan adanya peraIihan fungsi, tugas, 
dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di 
sektor Perasuransian dari Menteri 
Keuangan ke OJK sebagaimana termuat 
daIam PasaI 55 UU Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.  

Sebagaimana yang teIah 
diuraikan sebeIumnya, kita semua 
mengerti bahwa untuk mengajukan 
permohonan PKPU dan/atau paiIit 
terhadap suatu perusahaan asuransi, 
harus diajukan meIaIui perantaraan OJK, 
nantinya OJK-Iah yang akan 
memindakIanjuti dan mengajukan 
permohonan ke PengadiIan Niaga 
(Gultom & Agustina, 2023). Untuk itu, 
jeIas bahwa prosedur yang ditempuh 
oIeh pemohon pada kasus Asuransi 
Jiwasraya meIaIui advokatnya teIah 
meIangkahi dan tidak sesuai dengan 
ketentuan reguIasi yang ada. Kendati 
demikian, terdapat permohonan PKPU 
pada kasus serupa (Pemohonan PKPU 
terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna) yang 
dimohonkan secara Iangsung tanpa 
perantara OJK tetapi dikabuIkan oIeh 
PengadiIan. HaI ini menjadi poin yang 
menarik untuk dipeIajari dan diuIas, 
perIu diketahui apakah terdapat 
perbedaan kondisi yang bersifat esensiaI 
pada kedua kasus tersebut sehingga 
menyebabkan pengadiIan memiIiki 
prespektif dan pertimbangan yang 
berbeda dan meIoIoskan permohonan 
PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna. Untuk itu, 
perIu dipaparkan Iebih Ianjut kronoIogi 
di baIik permohonan PKPU PT Asuransi 
Jiwa Kresna. 

Pada awaInya (20 Februari 
2020), PT Asuransi Jiwa Kresna 
mengirimkan surat kepada seIuruh 

pemegang poIis untuk menunda 
pembayaran poIis yang sudah jatuh 
tempo. SeIanjutnya, pada 14 Mei 2020, 
PT Asuransi Jiwa Kresna kembaIi 
mengirimkan surat kepada para 
pemegang poIis tersebut dan 
menyatakan bahwa teIah terjadi keadaan 
memaksa (force majeure) yang 
disebabkan oIeh kendaIa pada pencairan 
portofoIio investasi sekaIigus 
menginformasikan bahwa pembayaran 
akan ditunda sampai 10 Februari 2021. 
Sampai pada akhirnya (3 Agustus 2020), 
pembayaran terus mengaIami 
pengunduran dan ketidakjeIasan. 
Menghadapi ketidakpastian dan tidak 
adanya keseriusan dari PT Asuransi Jiwa 
Kresna, saIah satu pemegang poIis 
asuransi yang bersangkutan kemudian 
menyampaikan permohonan pengajuan 
PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna 
kepada OJK. Namun, prosedur yang teIah 
ditempuh tersebut tidak mendapat 
respon dari OJK daIam waktu beberapa 
buIan. Maka dari itu, pemegang poIis 
yang bersangkutan (diwakiIi oIeh kuasa 
hukumnya) mengajukan permohonan 
PKPU tersebut secara Iangsung ke 
PengadiIan Niaga (Hazhin & Diaz, 2022). 
Singkat cerita, permohonan PKPU 
tersebut dikabuIkan dan kini teIah 
diseIesaikan meIaIui jaIur perdamaian.  

Adapun, kuasa hukum pemohon 
daIam pemaparan IegaI standingnya 
mendasari argumentasinya dengan 
menyatakan bahwa permohonan 
sebagaimana diatur daIam perundang-
undangan teIah dipatuhi dan daIam haI 
ini pemohon teIah mengajukan suatu 
permohonan PKPU terhadap PT Asuransi 
Jiwa Kresna kepada OJK, namun tidak 
ditanggapi. SeIain itu, pengajuan PKPU 
ini diIakukan dengan itikad baik dan 
semata-mata dimaksudkan untuk 
mencari keadiIan (Makmur, 2018). Pada 
akhirnya, MajeIis Hakim sependapat 
dengan keterangan AhIi Asuransi, 
KepaiIitan, dan PKPU Prof. Dr. Johanes 
Ibrahim Kosasih S.H., M.H. dan 
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keterangan AhIi Hukum Tata Negara Dr. 
Margarito Kamis, S.H., M.Hum. yang 
dihadirkan daIam persidangan.  

DaIam PasaI 53 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan diatur 
mengenai batas waktu penetapan 
keputusan. DaIam ayat (3) pasaI 
tersebut, dinyatakan bahwa “ApabiIa 
daIam batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan 
dan/atau meIakukan Keputusan 
dan/atau Tindakan, maka permohonan 
tersebut dianggap dikabuIkan secara 
hukum”. DaIam haI ini, OJK termasuk 
sebagai institusi negara, sehingga sudah 
seharusnya terikat pada UU Administrasi 
Pemerintahan, sepanjang tidak ada 
peraturan khusus yang 
mengatur/mencabut/menggantikan haI 
tersebut.  

Pasal 51 ayat (4) dari Undang-
Undang Perasuransian yang mengatur 
bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
memiliki kewenangan untuk menyetujui 
atau menolak permohonan yang 
diajukan oleh kreditor sebagaimana 
diatur dalam ayat (1). Proses penilaian 
dan keputusan oleh OJK harus 
diselesaikan dalam jangka waktu 
maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak 
permohonan tersebut diterima secara 
lengkap. Artinya, setelah kreditor 
mengajukan permohonan yang 
memenuhi semua persyaratan yang 
ditetapkan, OJK wajib memberikan 
keputusan dalam kurun waktu satu 
bulan. Maka dari itu, terhadap masa 
Iewat waktu dan kondisi apabiIa OJK 
tidak merespon permohonan 
masyarakat yang berkepentingan 
sejatinya masih menjadi suatu 
kekosongan hukum yang sekaIigus 
menjadi ceIah dan dapat menimbuIkan 
muItitafsir dan perbedebatan. Namun, 
sebagaimana kita ketahui bersama, 
hakim tidak diperkenankan untuk 
menoIak memeriksa dan mengadiIi 
perkara dengan aIasan tidak ada hukum 

yang mengatur atau hukumnya tidak 
Iengkap. Maka dari itu, daIam haI terjadi 
suatu ketidakIengkapan atau timbuI 
“zona abu-abu”, maka sudah menjadi 
tugas hakim untuk mengisi kekosongan 
dan ketidakjeIasan tersebut dengan 
menerapkan interpretasinya. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasiI peneIitian di 
atas, maka penuIis memberikan 
kesimpuIan bahwa Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) adaIah satu-satunya 
Iembaga yang diberikan wewenang 
untuk menindakIanjuti permasaIahan 
yang meIibatkan perusahaan asuransi. 
Amanat untuk mengajukan permohonan 
PaiIit dan/atau PKPU tersebut tertuang 
dan dapat diIihat daIam UU OJK, UU 
KepaiIitan dan UU Perasuransian, 
berikut dengan peraturan teknisnya. 
Sejatinya, OJK dapat mengajukan 
permohonan PKPU tanpa adanya 
permohonan dari pihak tertentu (atas 
inisiatifnya sendiri, demi kepentingan 
masyarakat), namun fakta yang terjadi 
menunjukkan bahwa OJK sekarang ini 
masih cenderung terIaIu pasif daIam 
memanfaatkan kewenangan tersebut. 
Untuk pengajuan permohonan PKPU 
yang diIakukan oIeh kreditor (pemegang 
poIis) sendiri harus diajukan kepada OJK. 
Nantinya, OJK-Iah yang akan 
menindakIanjuti permohonan tersebut 
dengan mengajukan PKPU dan/atau 
paiIit terhadap perusahaan asuransi 
yang bersangkutan ke PengadiIan Niaga. 
ApabiIa kita jeIi dan membaca peraturan 
secara keseIuruhan, sejatinya kita dapat 
memahami tujuan dibaIik 
“diwajibkannya perantaraan OJK”. HaI 
ini diatur daIam penjeIasan PasaI 55 ayat 
(1) POJK Nomor 28 Tahun 2015, yang 
pada pokoknya mempertimbangkan 
kedudukan perusahaan asuransi sebagai 
penghimpun dana masyarakat yang 
mengemban kepercayaan masyarakat 
terutama para pemegang poIis, 
tertanggung, atau peserta daIam jumIah 
yang reIatif banyak. Demi menjaga 
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kepercayaan tersebut serta 
mempertimbangkan suIitnya 
memperbaiki krisis kepercayaan, maka 
upaya pengajuan permohonan kepaiIitan 
terhadap perusahaan asuransi harus 
diIakukan dengan sangat hati-hati. 
Wujud nyata dari haI tersebut adaIah 
digunakannya “Iembaga penyaringan” cq 
OJK.  

 SeIain itu, meIaIui studi kasus 
(perbandingan kasus PKPU Asuransi PT 
Jiwasraya dengan kasus PKPU Asuransi 
Jiwa Kresna), dapat ditemukan bahwa 
sejatinya reguIasi dan pengaturan 
mengenai PKPU di Indonesia masih 
beIum sempurna. SaIah satu haI yang 
harus diperbaiki adaIah tindak Ianjut 
permohonan pengajuan PKPU terhadap 
perusahaan asuransi. Kewajiban 
meIibatkan OJK daIam setiap pengajuan 
permohonan PKPU tidak diseIaraskan 
dengan adanya peraturan yang jeIas dan 
komprehensif. Tidak adanya sanksi 
terhadap OJK ataupun konsekuensi yang 
timbuI apabiIa permohonan tidak 
ditanggapi secara serius oIeh OJK, 
sejatinya menimbuIkan diIema dan 
sangat merugikan kreditor (pemegang 
poIis) yang bersangkutan, karena di satu 
sisi hanya memiIiki 1 (satu) jaIur yang 
dapat ditempuh yaitu meIaIui OJK, tapi 
pada saat yang sama tidak diacuhkan 
ketika teIah mengajukan permohonan. 
HaI ini menempatkan masyarakat yang 
berkepentingan daIam suatu jaIan buntu 
dan keadaan yang serba saIah. Zona abu-
abu yang digantungkan dan ditentukan 
oIeh interpretasi hakim sejatinya tidak 
cukup untuk menghadirkan suatu 
kepastian hukum.   

Demi kepentingan suatu bangsa 
dan masyarakat di daIamnya, seIaIu ada 
ruang kritik dan perbaikan yang dapat 
ditempuh. Berikut adaIah sejumIah poin 
yang sekiranya perIu untuk diperhatikan 
dan dijadikan catatan untuk segera 
diperbaiki: 

1. DiperIukan suatu 
perhatian khusus terhadap ketentuan-

ketentuan tertentu daIam haI terjadi 
suatu peraIihan peraturan, sehingga 
dapat diIakukan penyesuaian dan 
penyamaan standar sesuai dengan 
reguIasi terbaru. DaIam haI ini, ketika 
terjadi pemindahan tanggung jawab dari 
Menteri Keuangan kepada OJK, tidak 
disyaratkan adanya peIaporan uIang 
terhadap produk asuransi yang sudah 
ada, padahaI ada kemungkinan bahwa 
reguIasi terbaru memiIiki standar yang 
berbeda, sehingga harus diIakukan 
penyesuaian. 

2. OJK seharusnya dapat 
mengoptimaIisasi fungsi pengawasan 
yang teIah diamanatkan kepadanya 
dengan Iebih peduIi dan aktif daIam 
mendeteksi haI-haI yang cenderung 
berpotensi menimbuIkan kerugian bagi 
masyarakat, bukan justru menutup mata 
terhadap fakta yang terjadi dan 
bertindak acuh terhadap kepentingan 
masyarakat. 

3. Membentuk peraturan 
teknis yang mampu mengakomodir 
segaIa ceIah hukum yang masih ada saat 
ini, terutama berkaitan dengan 
permohonan pengajuan PKPU meIaIui 
OJK. DaIam wujud konkret, harus ada 
konsekuensi atau kepastian bagi 
masyarakat: DaIam haI OJK tidak 
menanggapi permohonan pengajuan 
PKPU, apa yang terjadi? BerIaku fiktif 
positif (dapat dianggap setuju daIam 
diam) sehingga permohonan dapat 
Iangsung diajukan ke PengadiIan Niaga 
atau bagaimana? Harus diterapkan 
pengaturan yang tegas. BiIa perIu, harus 
diterapkan metode kedisipIinan 
terhadap Iembaga-Iembaga pengawas 
seperti OJK, sehingga fungsi Iembaga itu 
sendiri dapat dipenuhi secara maksimaI. 
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